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ABSTRAK 
 
ARDIANSYAH  (B111 10 111), dengan judul skripsi “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN 
 (Studi kasus Putusan PN No.707/Pid.B/2013/PN.Mks) 
 di bawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I 
dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dalam perkara Delik penganiayaan dan pembunuhan dan untuk 
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan dalam perkara putusan 
No,707/Pid.B/2013/PN.Mks 
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan 
interview.Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum 
pidana materiil oleh Hakim dalam Putusan Perkara 
No.707/Pid.B/2013/PN.Mks telah tepat, karena tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur memenuhi unsur Pasal 
338 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP 
(2) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku dalam studi kasus No.707/Pid.B/2013/Pn.Mks telah sesuai dengan 
hukum yang berlaku karena hakim telah teliti dalam melihat dakwaan yang 
diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta-fakta 
yang ada sehingga Hakim menyadari tidak adanya kekeliruan peran atau 
tindakan pelaku yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan 15 (tahun) 
dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 338 dan 
Pasal 351 ayat (1) dimana terdakwa melakukan pembunuhan dan 
penganiayaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia pada hakikatnya adalah sebagai mahluk sosial. Manusia 
yang tak bisa berdiri sendiri tanpa ada sentuhan (bantuan) orang lain 
disekitarnya ataupun bukan berasal dari sekitarnya. Manusia memerlukan 
orang lain dalam pengembangan dirinya sebagai individu yang 
berkembang disebuah kelompok atau lingkungannya. 
“Aristoteles memberikan pandangannya tentang manusia bahwa 
manusia adalah zoon politicon yang pada dasarnya manusia adalah 
mahluk yang selalu ingin bergaul dengan berkempul dengan manusia, jadi 
mahluk yang bermasyarakat, dari sifat suka bergaul dan suka 
bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai mahluk sosial, disamping 
itu manusia juga memiliki tujuan hidup, cita cita, keinginan, masalah, dan 
usaha usaha yang serta sebuah kepentingan kepentingan yang juga 
memiliki sebuah keterkaitan dengan kepentingan kepentingan orang lain, 
dan ada kalanya ketika sebuah kepentingan antara individu yang satu 
sama lain saling bergesekan dan ada juga kepentingan antara individu 
yang satu sama lain saling menguntungkan yang bisa disebut simbiosis 
mutualisme”(http://dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandangan-
aristoteles-zoon-politicon.html) 
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Setiap individu individu manusia dalam mempertahankan 
kepentingannya masing masing, maka akan timbul pertentangan 
pertentangan antara sesama mereka dilingkungannya dalam melakukan 
interaksi interaksi sosial hal tersebut sangat membahayakan ketertiban, 
keamanan dan keselamatan individu individu tersebut dalam 
lingkungannya apabila tetap memaksakan kepentingannya. 
Didalam sebuah kelompok masyarakat tertentu memiki kepentingan 
kepentingan yang beragam bentuk kepentingan, akan tetapi mereka tetap 
tidak menginginkan adanya sebuah pergesekan antara sesama individu 
yang ada didalam kelompok masyarakat tersebut, mereka pasti 
mempunyai tujuan yang sama didalam kelompok masyarakat yang 
menginginkan sebuah kedamaian dan keinginan keinginan anggota 
kelompok masyarakat dapat terwujud. 
Setiap Individu dalam kelompok bermasyarakat segala tingkah 
lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerah kelompok 
masyarakat itu berada maupun hukum yang diciptakan oleh pemerintah. 
Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan hukum ada 
karena adanya sebuah masyarakat (ubi-ius ubi societas atau hukum hidup 
dan berkembang di masyarakat) , agar terwujudnya  setiap hubungan 
dalam bermasyarakat dapat tercapai dengan adanya peraturan hukum 
yang bersifat mengatur (relegen/anvullen recht) dan peraturan hukum 
yang bersifat memaksa (dwigen recht) setiap anggota masyarakat  taat 
dan mematuhi hukum. Dalam penegakan huku haruslah sesuai dengan 
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ketentuan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya, berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum 
tersebut harus ditegakkan agar terciptanya tujuan dan cita cita bangsa 
Indonesia seperti apa yang telah tertulis pada Aliena keempat Pembukaan 
Undang Undang Dasar Republik Indonesia yaitu, melindungi memajukan 
kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 
dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak 
terlepas dari pengaruh perkembangan dunia yang telah memasuki 
berberapa aspek aspek kehidupan, tetapi perkembangan zaman sekarang 
ini juga berkontribusi besar kepada Negara, melainkan juga 
mempengaruhi cara berfikir, perilaku, maupun budaya dalam masyarakat, 
disamping itu juga dipengaruhi pada peningkatan kepadatan penduduk, 
jumlah penduduk yang setiap tahunnya  
Mengalami sebuah peningkatan yang tidak bisa diprediksi 
peningkatannya dan tidak diiringi dengan terbukanya lapangan kerja yang 
sama tingginya dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia 
mengakibatkan kemiskinan yang tinggi, dan dapat mengakibatkan 
seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi dan 
didukung oleh perkembangan gaya hidup masyarakat yg berjalan seiring 
dengan perkembangan zaman, banyak orang yang mengambil jalan 
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singkat untuk mendapatkan keinginannya yang mengakibatkan semakin 
tingginya tingkat kriminalitas di negara ini. 
Bentuk bentuk kejahatan semakin hari semakin beragam macam 
bentuk dan modus terjadinya kejahatan tersebut yang semakin 
berkembang di kalangan masyarakat, hal ini juga tidak dapat dipungkiri 
kehadirannya. Kejahatan kejahatan yang sering terjadi di khalangan 
masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan 
bermasyarakat, sehinggu sangat dibutuhkan adanya tindakan tindakan 
untuk menindaklanjuti atau pertanggung jawaban pelaku kejahatan atas 
tindakan yang telah dilakukannya, misalnya kejahatan yang sering terjadi 
di lingkungan bermasyarakat yang tidak menjadi suatu tindakan 
kriminalitas yang sudah tidak asing lagi di kehidupan bermasyarakat yaitu 
penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan 
ringan ataupun bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan berat 
yang mengakibatkan kematian. 
Hampir setiap hari terdengar atau dilihat di media massa ataupun 
media televisi  tindak pidana penganiayaan selalu mengisi pemberitaan di 
Indonesia khususnya. Tindakan ini telah menimbulkan suatu keresahan 
pada lingkungan bermasyarakat. Penganiayaan sangat sering terjadi di 
lingkungan bermasyarakat biasanya diawali dengan permasalahan 
sepele, misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan 
raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering 
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juga beralasan karena dendam lama yang memberikan dorongan kepada 
pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang. 
 Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang 
disebabkan oleh berberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, 
ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan,  tindakan 
penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan 
bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di 
lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan 
tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
Oleh sebab itu maka tuntutan agar diberikannya sanki kepada pelaku  
penganiayaan harus betul betul mampu memberikan efek jera bagi si 
pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak melakukan perbuatannya 
dan mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan 
tegas dari aparatur penegak hukm dalam memberikan sanksi bagi para 
pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju 
peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak 
pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya 
Delik penganiayaan yang selalu dihadapi oleh masyarakat tidak 
mungkin dapat langsung hilang dalam kehidupan bermasyarakat, jadi 
usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam mengadapi tindakan 
kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang artinya bahwa usaha 
itu memiliki tujuan penekanan laju terjadinya tindakan kriminal. 
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Selain penganiayaan salah satu kejahatan yang sering terjadi 
dilingkup masyarakat dewasa ini adalah delik pembunuhan. Pembunuhan 
merupakan merupakan tindak pidana yang dilarang didalam undang-
undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang 
melanggarnya. Meskipun pembunuhan merupakan kejahatan yang 
diancam pidana yang cukup berat,namun masih banyak orang yang 
melakukan tindak pidana ini,bahkan ada juga pelaku yang melakukan 
perbuatan ini dengan perencanaan yang cukup matang terlebih dahulu. 
Didalam KUHP telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika 
suatu tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan diatur 
dalam Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP, apalagi dalam suatu peristiwa 
dimana kondisi dari terjadinya kedua delik yang telah penulis bahas diatas 
terjadi dalam satu kondisi yang disebabkan hal sepele yang tidak mesti 
dipermasalahkan, inilah gejala gejala yang sering terjadi dilingkup 
bermasyarakat yang permasalahannya dipicu hal – hal yang sepele. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan 
Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan dan Pembunuhan (Studi kasus 
Putusan PN No 707/Pid.B/2013/PN.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik 
penganiayaan dan pembunuhan, dalam putusan No 
707/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan, dalam 
putusan No. 707/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas,maka yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Penerapan hukum pidana terhadap delik 
penganiayaan dan pembunuhan, dalam putusan No. 
707/Pid.B/2013 /PN.Mks 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan, dalam 
putusan No. 707/Pid.B/2013/PN.Mks 
2. Manfaat  Penelitian 
1) Memberikan Informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya, dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas di penelitian ini 
2) Penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara 
teoritis dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan khususnya mengenai kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. 
Penulis berharap  dengan penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran terhadap bagi perkembangan Ilmu pengetahuan 
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khususnya pada ilmu hukum yang membahas tentang delik pidana 
penganiayaan yang mengakibatkan kematian , dan juga sebagai  bahan 
referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan 
mahasiswa yang mengambil bagian Hukum Pidana pada khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Delik dan Unsur -Unsurnya   
1. Pengertian Delik 
Sebelum membahas lebih dalam materi yang menjadi pokok dalam 
pengertian delik dan unsur – unsurnya menurut beberapa pakar ilmu 
hukum. Maka istilah delik berasal dari bahasa latin, yaitu delictum atau 
delicta yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan 
istilah strafbaar feit. 
Leden Marpaung (2009 : 7), merumuskan arti delik dan diberikan 
batasan sebagai berikut : Perbuatan yang dapat dikenakan  hukuman 
karena merupakan pelanggaran terhadp undang-undang; tidak pidana 
Menurut Adami Chazawi (2005 : 69), tindak pidana itu dikenal 
dalam hukum pidana Belanda sebagai strafbaafeit. Strafbaafeit terdiri dari 
3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan 
hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai 
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggris adalah 
delict,artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana). 
Moeljianto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefenisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
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tertentu, bagi barang siapa yan melanggar larangan tersebut” (Adami 
Chazawi, 2005 : 71). 
Menurut Pompe dibedakan atas 2 defenisi yaitu defenisi teoritis dan 
defenisi menurut hukum positif : 
1. Defenisi secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
tertib terpeloiharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum 
2. Defenisi  menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum (Bambang Poernomo, 1993 : 91) 
 
Sejalan dengan defenisi yang membedakan antara pengertian 
menurut teori dan menurut hukum positif, juga dapat dikemukakan 
pandangan dari J.E. Jonkers yang memberikan defenisi straafbaar feit 
menjadi dua pengertian : 
1. Defenisi pendek memberikan pengertian Straafbaar feit adalah 
suatu kejadian (feit) yang diancam pidana oleh undang undang; 
2. Defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan 
pengertian “ Straafbaar feit “ adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau 
alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Bambang 
Poernomo, 1993 : 91). 
 
Marshall (Andi Hamzah, 1993 : 89) mengatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi 
masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku. 
R. Tresna (Adami Chazawi, 2005 : 73 ) mendefinisikan strafbaar feit 
sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
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manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman. 
Vos merumuskan bahwa “Straafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan-undangan (Adami Chazawi, 
2005 : 72) 
Simons (Zainal Abidin Farid, 2010 : 224) memberikan pengertian 
delik, yaitu bahwa straafbaar feit (terjemahan harafiah : peristiwa pidana) 
ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Berdasarkan berberapa rumusan tentang pengertian tindak pidana 
oleh berberapa pakar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak 
pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam tindakan tersebut. 
2. Unsur-Unsur Delik 
Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya maka pertama kali harus dibahas adalah suatu “tindakan 
manusia” yang membuat seseorang dapat dikatakan melakukan hal yang 
melanggar ketentuan undang-undang, maka dasarnya terikat pada asas 
legalitas (nullum delictum) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 
ayat ( 1 ) KUHP sebagai berikut : 
“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan 
atas kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana secara 
tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. 
 
 
12 
 
Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut 
tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik 
atau perbuatan pidana (delik) dalam Undang-undang pada umumnya 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. 
a. Unsur Subjektif 
Menurut Leden Marpaung (2009 : 9), Unsur subjektif adalah unsur 
yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan 
“tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” ( An act does not make a 
person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit 
rea). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or 
schuld). Pada umumnya pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” 
terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzinjn) 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis) 
 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan Kealpaan terdiri atas 2(dua) bentuk, yakni: 
1) Tak berhati hati; 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 
b. Unsur Objektif 
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Menurut Leden Marpaung (2009:9), “unsur objektif merupakan 
unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia. 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances). 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
a) Keadaan-Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan pelaku dari hukuman, Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah. 
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Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa saja menyebabkan terdakwa dibebaskan 
pengadilan. 
Menurut Satochid (Leden Marpaung, 2009 : 10) unsur delik terdiri 
atas unsur objektif dan subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang 
terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa : 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat 
berupa : 
a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid) 
b. Kesalahan (Schuld). 
Menurut Moeljanto (Leden Marpaung, 2009 : 10) tiap-tiap 
perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir, oleh karena itu 
perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat 
untuk adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 
Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2009 : 10), unsur delik terdiri 
atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut: 
 
 
15 
 Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri 
si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yng 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan 
ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan 
 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud oleh 
lamintang adalah sebagai berikut (Leden Marpaung, 2009 : 11) 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voormemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti  yang dimaksudkan di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 
di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad. Seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 
KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
  Kemudian unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yang dimaksud 
oleh Lamintang (Leden Marpaung, 2009 : 11) yakni sebagai berikut : 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seorang pegawai engeri 
dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 
sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan 
menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Mencermati para pendapat pakar di atas tentang unsur-unsur delik, 
maka pendapat satochid kartanegara yang memasukkan toerekening 
svatbaarheid sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak 
semua onterekeningsvatbaarheid bersumber dari diri prbadi si pelaku, 
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namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel 
(pelaksanaan perintah jabatan) 
Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif 
adalah unsur yang melekat pada diri pribadi si pelaku adalah tepat, tetapi 
yang tersebut pada butir 2, 3 dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya 
termasuk jenis “kesengajaan” pula. 
Vos  (Adami Chazawi, 2005 : 72) merumuskan bahwa straafbaar 
feit adalah: “Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 
peraturan-peraturan perundang undangan.” 
Menurut pembatasan arti dari straafbaar feit oleh Vos dapat ditarik 
sebuah unsur-unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2005 : 80) 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Schravendijk (Adami Chazawi, 2005:75) merumuskan bahwa 
straafbaar feit adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan 
keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal 
dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan 
Menurut pembatasan arti dari straafbaar feit oleh schravendijk 
dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2005 : 81) 
a. Kelakuan (orang/yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
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J.E Jonkers (Adami Chazawi , 2005 : 75) yang merumuskan 
peristiwa pidana ialah : 
Perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan denga kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.” 
 
Dari batasan yang dibuat oleh jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan (yang); 
b. melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Dipertanggung jawabkan. 
Walaupun rincian yang dibuat dari pakar diatas tampak berbeda-
beda namun pada hakikatnya mempunyai persamaan yaitu: tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan unsur yang 
mengenai dirinya. 
Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana atau delik yaitu : 
1. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya 
seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan 
segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau 
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang 
yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya 
ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah 
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pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan 
tindakan pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh dari 24 jam. 
2. Adanya laporan ( Pasal 1 butir 24 KUHAP ) yaitu pemberitahuan 
yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban 
berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana ( KUHAP Pasal 1 ayat 24 ). Biasanya laporan ini datang dari 
saksi – saksi yang berada di TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) atau 
dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan 
tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya 
dalam hal ini disebut menyerahkan diri. 
3. Adanya pengaduan ( Pasal 1 butir 25 KUHAP ) yaitu 
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum 
seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan ( 
KUHAP Pasal 1 ayat 25 ). 
4. Pengetahuan sendiri polisi dengan menduga adanya tindak pidana 
yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledahan di 
TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara 
lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik. 
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B. Pengertian Penganiayaan  
1. Pengertian Penganiayaan  
Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan 
bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia 
yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang 
berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan 
penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka 
penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat 
mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit (W.J.S. 
Poerwadarminta, 1987 : 481) 
Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam ke-
XX Buku ke II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang rumusannya dan 
diterjemahkan juga didalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut : 
1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi 
tingginya tiga ratus rupiah (sekarang : empat ribu lima ratus rupiah) 
2. jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh maka 
orang yang  bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun. 
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka orang yang 
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh 
tahun 
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4. Disamakan  dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan 
kesehatan. 
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. 
Dari rumusan Pasal 351 diatas itu orang dapat mengetahui bahwa 
undang undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan 
secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur unsur yang 
menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri 
,terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan 
kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan (Lamintang, 
2012 : 132) 
Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan yang 
menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang 
lain.”H.R(Lamintang, 2012 : 132) 
Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan 
yang disebut penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut 
harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk : 
a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain 
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau 
c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu 
hanya mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk 
menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun utnuk 
merugikan kesehatan orang lain.  
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 Penganiayaan adalah suatu istilah yang digunakan pada KUHP 
untuk tidak pidana terhadap tubuh, Namun dalam KUHP sendiri tidak 
menjelaskan secara detail mengenai arti penganiayaan tersebut. Dalam 
kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah “perilaku 
sewenang-wenang” pengertian yang dimuat dalam kamus besar bahasa 
Indonesia arti luas yakni yang menyangkut termasuk “perasaan”  atau 
“bathiniah”. Sementara yang dimaksud penganiayaan dalam hukum 
pidana adalah menyangkut tubuh manusia, dengan mempertimbangkan 
tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang 
patut atau melewati batas yang diizinkan. 
Menurut M.H Tirtaatmidjaja (Leden marpaung, 2005: 5) 
menyatakan bahwa penganiayaan adalah sebagai berikut 
Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka 
pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan 
sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai 
penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan menambah kesehatan 
badan. 
 
Ilmu pengetahuan (doktrin) (Leden Marpaung, 2005: 6) mengartikan 
“Penganiayaan sebagai berikut. 
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. 
 
     Menurut penjelasan menteri kehakiman pada pembentukan Pasal 
351 KUHP dirumuskan antara lain : 
1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau 
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2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
memberugikan kesehatan orang lain. 
Sementara menurut R. Soesilo (1996 : 245), memberikan 
penjelasan tentang penganiayaan sebagai berikut : 
Perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali 
sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan 
merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan 
pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan 
berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk 
angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada 
maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. 
 
Berbeda dengan hukumnya seandainya perbuatan yang 
menimbulkan rasa sakitatau menimbulkan luka pada orang lain itu bukan 
merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan,  
misalnya perbuatan menyayat perut seseorang yang dilakukan seorang 
dokter untuk mengeluarkan usu buntu yang terkena usus buntu yang 
terkena radang, perbuatan mencabut gigi yang dipandang seorang dokter 
sudah tidak lagi ada gunana atau perbuatan seorang guru yang memukul 
anak didiknya dengan maksud anak tersbut tidak lagi mengulangi 
perbuatannya. Apakah seorang dokter, dokter gigi, atau guru tersebut 
dapat dipidana karena bersalah telah melakukan penganiayaan seperti 
yang dimaksud Pasal 351 KUHP? 
Menurut Hoge raad (Lamintang,2012 : 136) “Jika perbuatan 
menimbulkan luka atau rasa sakit itu merupakan tujuan melainkan 
merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, 
maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya 
suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan 
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 itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara 
terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap 
seorang anak. 
Bisa disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang 
dokter, dokter gigi atau guru tidak dapat dipidana karena perbuatan yang 
menimbulkan luka atau rasa sakit merupakan tujuan yang daoat 
dibenarkan karena perbuatan mereka tidak dapat dimasukkan pengertian 
kesengajaan menimbulkan rasa sakit seperti yang dimaksud dalam Pasal 
351 KUHP, karena yang mereka lakukan itu tidak bersifat melawan 
hukum, Van Hattum-Van Bemmelen (Lamintang,2012 : 137). 
Noyon dan Langemeijer berpandangan bahwa tidak termasuknya 
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dokter dalam pengertian 
penganiayaan itu sudah tercermin dari kata penganiayaan itu sendiri 
untuk dapat disebutkan sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan 
sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan 
(Lamintang,2012 : 137). 
2. Jenis-Jenis Penganiayaan 
Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak 
pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan 
Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 
(lima) jenis yaitu : 
a. Penganiayaan biasa 
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Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama 
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.4500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si trsalah 
dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan 
pidana paling lama 7 (Tujuh) tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 
orang 
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
 
b. Penganiayaan ringan 
Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP 
rumusannya sebagai berikut  
1) Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan 
356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit 
atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan 
sebagai penganiyaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- 
(empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah 
dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang 
yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya 
2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur 
dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusanyya sebagai berikut: 
1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum 
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum 
penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. 
 
d. Penganiayaan berat 
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Penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain,dihukum 
karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya 8 (tahun). 
2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 10 (sempuluh) tahun. 
 
e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
Penganiayaan berat yang direncanakan dahulu ini diatur dalam 
Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah 
dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. 
 
C. Jenis-Jenis Penganiayaan dan Unsur-Unsurnya 
1. Penganiayaan Biasa 
Kualifikasi Penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 
KUHP, yang dirumusannya sebagai berikut :  
1)  Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8   
ulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. 
2) Jikaperbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 
3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 tahun. 
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. 
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
 
Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya 
memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari 
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rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu 
juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas pengertiannya. 
 Pada mulanya dalam rancangan pasal yang bersangkutan yang 
diajukan oleh menteri kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 
rumusan yakni : 
a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit/ penderitaan pada tubuh orang lain. 
b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak 
kesehatan tubuh orang lain. Satochid Kartanegara (Adami Chazawi 
2010 : 9). 
 Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya 
saja, maka untuk mencari arti dari kata penganiayaan. 
 Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan 
sejarah pembentukan dari pasal yang besangkutan sebagai mana yang 
diterangkan diatas, penganiayaan diartikan sebagai Perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada 
tubuh orang lain. Satochid Kartanegara (Adami Chazawi 2010 : 10) 
 Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh 
berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan 
dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan di 
atas. 
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Unsur-unsur Penganiayaan Biasa yakni sebagai berikut : 
a. Unsur Kesengajaan 
b. Unsur Perbuatan 
c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan 
luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak 
mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut. 
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya 
 Unsur a dan d adalah besifat subyektif. Sedangkan b dan c bersifat 
obyektif, kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet asl 
oogmek (Adami Chazawi, 2010 : 10), walaupun unsur-unsur itu tidak ada 
dalam rumusan pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat 
dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan. 
Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Pasal 351 (2) 
KUHP. 
Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci maka 
unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 
i. Unsur kesengajaan 
ii. Unsur Perbuatan 
iii. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat 
Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (2) diatas 
maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan 
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Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak 
pada akibatnya. 
Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam 
konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupaka tujuan dari pelaku. 
Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. 
Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat 
harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari 
pelaku. Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau 
merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan 
lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi yang 
terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam        
Pasal 353 KUHP. 
 
2. Penganiayaan Ringan 
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU 
ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang rumusannya 
sebagai berikut : 
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp.4500,- 
- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang 
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja 
padanya atau menjadi bawahannya 
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
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Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam Wvs Belanda. 
Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita (Hindia 
Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas Concordantie. 
Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan,yakni: 
a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. 
b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. 
 Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang; 
a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353); 
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; 
2) Terhadap pegawai negeri yan sedang dan atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 
3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum (356); 
c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) Pencaharian. 
  Dengan meihat unsur penganiayaan ringan, dapat disimpulkan bahwa 
penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana 
(353) dan penganiayaan terhadap orang orang yang memiliki kualitas 
tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian. (Adami Chazawi, 2010 :22-23) 
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3. Penganiayaan Berencana 
Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai 
berikut : 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 tahun; 
(2)  Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; 
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 
 
Ada tiga macam penganiayaan berat, yakni : 
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat 
atau kematian; 
b. Penganiayaan berencana berakibat luka berat; 
c. Penganiayaan berencana berakibat kematian 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas tersimpul pendapat bahwa 
penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu : 
(1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-akibat 
luka berat atau kematian yaitu, diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP. 
Apabila dikaitkan dengan pasal sebelumnya khususnya Pasal 351 ayat 
(1) KUHP yang mengatur penganiayaan biasa, maka penganiayaan 
berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut 
berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu. 
Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP 
berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis penganiayaan adalah 
penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang 
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dilakukan secara berencana. Luka tubuh dalam konteks Pasal 353 ayat 
(1) adalah luka tubuh yang tidak termasuk Pasal 90 KUHP dan tidak 
termasuk dalam pengertian menurut ketentuan Pasal 352 ayat (2) 
KUHP. 
(2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur 
dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. 
(3) Penganiayaan berencana yang menge\akibatkan kematian yang 
diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. 
Ada persamaan dan perbedaan antara penganiayaan biasa bentuk a 
(351 ayat 1) dengan penganiayaan berencana bentuk a. 
 Persamaannya, ialah pada kedua penganiayaan yakni : 
a. Masing masing tidak mengakibatkan luka berat atau kematian; 
b. Memiliki kesengajaan yang sama terhadap perbuatan beserta 
akibatnya, maksudnya baik perbuatan maupun akibat perbuatan 
berupa sakit tubuh orang lain sama diinginkan petindak; 
c. Bila mengakibatkan luka, haruslah berupa bukan luka berat (dalam 
arti luka ringan sebagai kebalikan dari luka berat); 
d. Sama berlaku faktor yang memperberat pidana sebagai mana 
diatur dalam pasal 356. 
 Sedangkan perbedaannya adalah, bahwa pada penganiayaan 
biasa bentuk a :  
a. tidak terdapat unsur direncanakan dahulu; 
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b. Dapat terjadi penganiayaan ringan, yakni bila penganiayaan itu 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan 
jabatan; 
c. Dipandang sebagai bentuk pokok/standard dari penganiayaan; 
d. Percobaannya tidak dapat dipidana 
 Sedangkan penganiayaan berencana bentuk a adalah : 
a. Adanya faktor pemberat pidana berupa direncanakannya lebih 
dahulu; 
b. Tidak mungkin terjadi penganiayaan ringan, karena pasal 353 
disebut sebagai pengecualian dari penganiayaan ringan; 
c. Dipandang sebagai penganiayaan yang dikualifisir; 
d. Percobaaannya dipidana. 
  Pada penganiayaan berencana bentuk b dan c,(sama pula halnya denga 
penganiayan biasa bentuk c dan d), penaniayaan berencana itu 
menimbulkan luka berat dan kematian. Akibat luka dan kematian adalah 
berupa faktor/alasan pemberat pidana yang bersifat obyektif. 
 
 
4. Penganiayaan Berat 
Kualifikasi Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 
KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : 
1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling 
lama 8 tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. 
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Berdasarkan uraian Pasal 354 KUHP maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat yang merupakan 
tujuan utama dan bukanlah menjadi akibat yang dihasilkan oleh perbuatan 
tersebut. Artinya bahwa niat pelaku hanya menujukan pada luka berat 
saja kepada korban, apabila luka berat yang diderita korban 
menyebabkan suatu kematian yang bukanlah menjadi tujuan si pelaku, 
maka akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan 
unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan sebuah factor atau 
alasan-alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. 
Adapun unsur-unsur Penganiayaan Berat yakni sebagai berikut  : 
 Berdasarkan pengertian penganiayaan seperti yang telah 
diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pengertian 
penganiayaan berat  diatas dan uraian Pasal 354 KUHP, maka 
penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ; 
a. Barangsiapa 
b. Kesalahannya: Kesengajaan; 
c. Perbuatan : melukai berat; 
d. Obyeknya, tubuh orang lain, dan 
e. Akibat : luka berat 
Dalam penganiayaan berat, melihat dari niat awal pelaku harus 
ditujukan pada timbulnya luka. Akan tetapi luka berat itu hanyalah sebuah 
akibat yang dilakukan seorang pelaku terhadap korbannya, didalam 
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undang-undang sendiri tidak memberikan batasan dari unsur luka berat, 
tetapi hanya mencantumkan suatu keadaan-keadaan tertentu pada tubuh 
manusia yang dapat dikategorikan sebagai luka berat. Pengertian atau 
penafsiran istilah luka berat atau luka parah perlu melihat uraian dari 
rumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut : 
a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 
b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan pencarian. 
c. Kehilangan salah satu panca indra 
d. Mendapat cacat berat 
e. Menderita sakit lumpuh. 
f. Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih, dan 
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
Menurut Soenarto soerodibroto (Adami Chazawi,2010 : 31) Pasal 
ini tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, 
yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa 
mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat 
atau bukan.  
Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam Pasal ini, 
menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut 
pengertian umum diartikan sebagai demikian. 
Pada Pasal 90 KUHP diatas telah merumuskan keadaan yang 
dapat dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada 
penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat 
melainkan faktor atau alasan memperat pidana pada penganiayaan berat. 
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5. Penganiayaan Berat  Berencana 
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 
KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan 
berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan 
gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana 
dalam Pasal 355 KUHP. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan 
pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap 
luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur 
berencananya. 
Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP, penganiayaan berencana 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP diatas terlihat, bahwa 
penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu : 
1) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. 
Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat 
berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-
benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu 
memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku 
sekaligus direncanakan. 
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2) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun 
matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang 
dikehendaki oleh si pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak 
pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus 
tidak direncanakan. Sebab apabila kematian merupakan akibat 
yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 
 
6.  Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu. 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 
KUHP yang menyatakan : 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat 
ditambah dengan sepertiga” 
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. 
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah. 
3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya 
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan 
yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 
KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan 
yaitu : 
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a. Kulitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas 
sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri yang ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 
b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu 
dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk 
diminum. 
 
 Uraian penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni sebagai 
berikut :  
 Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah 
tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul 
bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam 
beberapa pasal dalam KUHP yaitu : 
1)  Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian. 
2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana 
yang mengakibatkan kematian. 
3)  Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian. 
4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat 
berencana yang mengakibatkan kematian. 
 
Unsur-unsur penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. 
a. Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP 
mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk 
pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
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Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada 
penganiayaan biasa sebagaimana diatur oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat 
(3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa 
kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. 
Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus 
dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk 
menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa 
pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 
saja. 
b. Pasal 353 ayat (3) KUHP. 
Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan 
kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak 
pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 
(3) KUHP. 
Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP merupakan tindak 
pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang 
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diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan 
direncanakan terlebih dahulu. 
c. Pasal 354 ayat (2) KUHP. 
Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam 
pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsure-unsur yang sama dengan 
penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 
354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, 
akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku 
hanya menghendaki timbulnya luka berat. 
d. Pasal 355 ayat (2) KUHP 
Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur 
dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan 
berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya 
kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikendaki pelaku. 
Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak 
dituju sekaligus tidak direncanakan. 
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D.  Delik Pembunuhan 
  1.  Pengertian Pembunuhan 
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa 
yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak menggolongkan 
pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. 
 Pembunuhan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan 
menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain 
tersebut, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian 
perbuatan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan 
kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada hilangnya nyawa orang 
lain 
 Dengan demikian orang belum dapat  berbicara terjadinya sesuatu 
tindakan pidana pembunuhan, jika akibat dari hilangnya nyawa orang lain 
tersebut belum terwujud. 
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2. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan. 
Seperti yang di ketahui dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa 
orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 
sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan-
ketentuan pasal tersebut, menurut sistematisnya KUHP (Adami chazawi 
2010 : 55), maka kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat dibagi atau 
semakin diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada objek yang 
merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni : 
1. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya 
(Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 
KUHPidana ). 
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 
KUHPidana). 
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam 
kandunga ibunya (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 
Pasal 349 KUHPidana). 
 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja  
(pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang 
rumusannya adalah: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling 
lama 15 ( lima belas ) tahun. 
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Apabila rumusan pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka 
terdiri dari: 
a. Unsur subjektif : dengan sengaja; 
b. Unsur Objektif : 
1. perbuatan : menghilangkan nyawa 
2. Objeknya : nyawa orang lain. 
a. Unsur subjektif dengan sengaja. 
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus 
dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-
unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena 
bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak 
sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. 
 Menurut Zainal Abidin (2007 : 262) secara umum menjelaskan 
bahwa sarjana hukum telah menerima 3(tiga) bentuk sengaja, yakni: 
1. Sengaja sebagai niat; 
2. Sengaja insaf akan kepastian; 
3. Sengaja insaf akan kemungkinan. 
Menurut H.A.K Moh. Anwar (1994:89) mengenai unsur sengaja 
sebagai niat, yaitu:  
Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi 
tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau 
niat untuk menghilangkan nyawa seseoang, timbulnya akibat 
hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan 
tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, 
jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau 
tujuan untuk menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. 
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Selanjutnya Wirjono Prodjokikoro (2003 : 63) berpendapat sengaja 
insaf akan kepastian, sebagai berikut: 
Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan 
perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat itu mengikuti 
perbuatan itu. 
 
Sedangkan Lamintang ( Leden Marpaung 2005:15) mengemukakan 
sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: 
Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu 
untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-
undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain 
dari pada akibat yang memang ia kehendaki. 
 
Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tujuan dari tindakannya 
pelaku memang berniat, mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa 
seseorang dari perbuatannya. 
b. Unsur Obyektif. 
Perbuatan: menghilangkan nyawa; Adami Chazawi (2010:57), 
Menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini menunjukan bahwa 
kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang dari 
undang-undang atau tidak, apabila karena tindakannya (misalnya, 
menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang, 
kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo pasal 
53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara 
sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP. 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 
(tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu: 
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 adanya wujud perbuatan. 
 Adanya suatu kematian (orang lain) 
 Adanya hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara perbuatan 
dan akibat kematian orang lain. 
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E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana adalah suatu istilah yuridis, dan merupakan terjemahan dari 
bahasa belanda strafrecht. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir ilyas, 2012: 2) bahwa istilah 
hukum pidana telah dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia 
untuk pengertian Strafrecht dari bahasa belanda, dan membedakannya 
dari istilah hukum perdata untuk  burgerlijkrecht dan Privaatrecht dari 
bahasa belanda. 
Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum diantaranya : 
Sudarto (Muhari Agus Santoso,2012 : 20) pengertian pidana 
adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan 
pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat 
dua hal pokok, yakni : 
(1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang 
diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan 
pidana. Jadi dalam hal ini seolah-olah Negara menyatakan 
kepada umum dan juga kepada para penegak hukum 
perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat 
dipidana. 
(2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan 
diterima oleh orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. 
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  Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa 
pidana, tetapi juga disebut dengan tindakan, yang bertujuan unuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya 
Satochid Kartanegara ( Amir Ilyas, 2012 : 3) mengemukakan: 
 Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang 
merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-
larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara 
atas kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan 
pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan 
apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan 
tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. 
 
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47) mengatakan 
bahwa : 
 Arti pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini adalah 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara. 
 
 
Menurut Simons (Amir Ilyas, 2012 : 4), hukum pidana dapat dibagi 
menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau srafrechtin objective zin 
dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjective. 
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang 
berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif ius ponale. Hukum 
pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (Amir Ilyas, 2012 : 5) 
telah dirumuskan sebagai : 
 Keseluruhan dari larangan larangan-larangan dan keharusan-
keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu 
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masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu 
penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan 
keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat 
mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari 
peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan 
pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri” 
 
Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian 
yaitu : 
c. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, 
yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan oleh hukum pidana arti objektif. 
d. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturan dengan hukum. 
Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang 
disebut terakhir di atas, juga disebut ius puniendi. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh Hakim 
untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai 
pengertian pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16) 
mengemukakan sebagai berikut : 
 Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumannya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 
itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tertapi 
juga pidana 
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2. Teori dan tujuan pemidanaan 
Ada berberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan 
sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi (2005 : 
157), teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, 
 Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldings theorien) 
 Teori relative atau teori tujuan (Doel theorien) 
 Teori Gabungan (Vernegins theorien) 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings theorien) 
 Aliran ini yang menganggap dasar hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk membalas (Vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal 
pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Imanuel 
Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka. 
 Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan 
keadilan harus menerima pembalasan. 
 Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002 : 155), mengemukakan 
bahwa :  
 Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu Negara wajib memelihara dan 
melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
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hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. 
 
Lebih lanjut Hegel (Amir Ilyas, 2012 : 98) berpendapat : 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). 
Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap 
keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti 
these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa 
ketidakadilan bagi pelakunya(synthese) atau mengembalikan suatu 
keadilan atau kembali tegaknya hukum (these). 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh herbart (Amir Ilyas, 2012 : 99) 
berpendapat : 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat. 
Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka 
dari sudut aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana 
yang setimpal pada penjahat pelakunya. 
 
 Sementara itu Karl O (Mahrus Ali, 2011 : 188) mengidentifikasi lima 
ciri pokok dari teori absolute yakni : 
a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan 
masyarakat; 
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 
e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni 
dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan 
meresosialisasi si pelaku. 
 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doen Theorien) 
 Teori relative secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa 
penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi 
pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan 
mengulangi kejahatan lagi di masa pendatang, serta mencegah 
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masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan 
melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan 
terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut dalam 
rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam 
kehidupan masyarakat. E.Utrecht ( Mahrus Ali,2011 : 191) 
 Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan 
pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of 
crime) khususnya pada terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam 
praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat Out of control sehingga 
sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh 
aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak 
melakukan kejahatannya lagi M.Abdul Kholiq (Mahrus Ali,2011 : 191) , 
bisa disimpulkan bahwa teori ini dimaksudkan untuk mendidik orang yang 
telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya lagi atau orang ini 
menjadi baik kembali.  
 Muladi dan Barda Nawawi Arief (Mahrus Ali,2011 : 191) 
mengutarakan cirri-ciri atau karakteristik dari teori relative ini sebagai 
berikut : 
a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 
b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan; 
c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja 
atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; 
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d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 
pencegahan kejahatan; 
e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat 
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 
maupun unsure pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
mampu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
c. Teori gabungan (verenigins-Theorien) 
 Secara teoris, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 
pemikiran yang terdapat di didalam teori absolut dan teori relatif. Di 
samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk 
membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat 
diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. 
 Bisa disimpulkan bahwa teori gabungan ini adalah teori yang 
berdasarkan dari gabungan kedua teori pemidanaan yaitu teori absolute 
dan teori relative  yang menitikberatkan pada penjatuhan pidana tidak 
hanya untuk memberikan sebagai pembalasan tindakan orang yang telah 
melakukan kejahatan tersebut tetapi juga sebagai upaya mendidik atau 
memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan tersebut, sehingga 
tidak melakukan kejahatannya lagi yang merugikan di masyarakat. 
 Teori gabungan ini mendasarkan pidana asas pembalasan dan 
asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan 
ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar 
 
 
52 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi 
pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan 
cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2005 : 166) Teori 
gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
1) Teori Gabungan yang pertama. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada 
pembalasan ini didukung oleh Pompe (Adami Chazawi, 2005 : 
167) yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah 
pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan dapat 
diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 
pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi 
pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. 
Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan ini ialah 
Zevenbergen (Adami Chazawi, 2005 : 167) yang berpandangan 
bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan tetapi 
mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana 
adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada 
hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru 
dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk 
mempertahankan tata tertib hukum itu. 
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2) Teori Gabungan yang kedua  
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata 
tertib hukum antara lain Thomas Aquino, dan Vos. 
Menurut Simons (Adami Chazawi, 2005 : 167) dasar primer 
pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah 
pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada 
pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya 
dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan 
tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu tidak cukup kuat 
dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah 
diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam menakut-
nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. 
Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus 
sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat. 
Menurut Thomas Aquino (Adami Chazawi, 2005 : 167), dasar 
pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, 
harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan 
(schuld) itu hanya terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang 
melakukan perbuatan yang dilakukan sukarela inilah bersifat 
pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum 
dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana 
pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib 
masyarakat. 
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Pendukung teori yang lain ialah Vos (Adami Chazawi, 168 : 
2005) yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari 
pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak 
hanya pada ancaman pidananya tetapi juga penjatuhan pidana 
secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa 
memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya 
untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang 
pernah dipidana penjara tidak pernah, ia takut untuk penjara. 
Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan 
menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana 
untuk tidak melakukan kejahatan lagi. 
Dikatakan pula oleh Vos (Adami Chazawi, 168 :2005), bahwa 
umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan 
pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa 
kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada 
perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya 
pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan 
pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-
hal tertentu dapat berfaedah. Yakni terpidana lalu menyegani 
tata tertib masyarakat. 
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D. Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana  
1. Dasar Pemberatan pidana 
 Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 :427), bahwa dasar umum, 
strafverhogingsgronden, atau dasar pemberatan atau dasar penambahan 
pidana umum adalah : 
1. Kedudukan sebagai pegawai negari 
2. Recidive (Pengulangan delik) 
3. Samenloop (Gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak 
pidana 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga kitab Undang-
Undang hukum pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang berbunyi :  
Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka 
pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya. 
 
Menurut Zainal Abidin (2007:427) ketentuan tersebut menurut 
pengamatan penulis jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan 
pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena, kesulitan 
untuk membuktikan unsure pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, 
yaitu : 
1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya 
2. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-daya yang 
diperoleh karena jabatannya. 
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 Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka 
pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu 
ditambah dengan sepertiganya 
 Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal-pasal 413 
sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke 
dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik. Yang diantarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya 
putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan 
recedive dengan concursus (samenloop/gabungan/perbarengan). 
 Menurut Zainal Abidin (2007 :431) syarat-syarat adanya recidive 
adalah sebagai berikut : 
a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya 
dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari 
presiden atau dilepaskan secara bersyarat, yang berarti ia 
hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan hakim 
kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau 
sebagian belum dijalaninya atau tidak ditiadakan (karena grasi 
atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk 
menetapkan adanya Recidive, jikalau umpamanya pada waktu 
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terpidana (menjalankan pidana yang pertama dijatuhkan 
kepadanya belum lampau waktu. 
b. Jangka waktu recidive ialah lima tahun. Bilamana pada waktu 
terpidana yang baru telah lampau lima tahun  atau lebih sejak 
ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu 
telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau 
lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat 
dasar menetapkan adanya recidive. 
 Penambahan pidana dalam hal adanya recidive ialah sepertiga. 
Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman 
pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488, 
menyatakan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang 
disebutkan limitative, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan 
sepertiga. 
 Selain itu masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena 
adanya berbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 
356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya. 
 Speciale recidive, pengulangan khusus jumlahnya sangat terbatas 
misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau terpidana 
melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil presiden yang dilakukan 
dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang 
dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHP 
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mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua 
tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya. 
 Seperti telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan 
tentang concursus realis (gabungan atau perbarengan delik delik) tersebut 
pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar menambah pidana, 
sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan 
bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu 
perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya. 
 Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 (2) KUHP 
dalam hal terjadi gabungan (concursus)  kejahatan dan pelanggaran, yaitu 
semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa 
dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran 
saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu 
tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana 
kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka 
jelaslah bahwa ketentuan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi 
perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan concursus idelis (Pasal 63 ayat 
(1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu 
pidana yang terberat saja. (Zainal Abidin, 2007 : 428-438) 
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2. Dasar Peringanan Pidana 
 Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 439), bahwa sebagai dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut : 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtlijkc minderjarigheid, atau orang yang belum cukup 
umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP) 
 Titel ketiga KUHP hanya menyebutkan butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan b bukanlaj dasar peringanan yang sebenarnya.. 
 Selain dasar peringanan pidana umum yang tersebut di atas, 
terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam 
Buku Dua KUHP 
a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang 
menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang 
lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena 
takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak 
dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, 
meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut 
dalam Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi sehingga 
seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 
KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana 
maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat 
unsure delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 
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(misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah 
melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan. 
b. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP 
sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu 
kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh 
tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka 
diperberat menjadi Sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur-
unsur. 
c. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun 
penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya 
ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut 
ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini 
sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu dari 
15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu 
tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata „takut” harus diganti 
dengan perkataan merasa aib karena itulah yang terbanyak 
yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh 
bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak 
terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang meniru-
niru kehidupan orang barat. 
d. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya 
yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana 
maksimum Sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana 
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maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana 
mati, pidana seumur hidup atau dua puluh tahun. 
 Delik-delik tersebut di atas sering disebut geprivilingieerde delicten 
(deliki privilege) atau delik yang diringankan pidana yang subyektif. 
Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya 
dibandingkan bentuk dasar delik itu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan 
Kematian (Studi Kasus Putusan No. 707/pid.B/2013/PN.Mks), Maka 
penulis menetapkan lokasi penelitian di Makassar, tepatnya di Pengadilan 
Negeri Makassar sebagai instansi yang terkait dengan Masalah yang 
diangkat oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan penelitian 
atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah : 
a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap 
mengetahui masalah yang dibahas, yaitu Hakim. 
b. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, 
berupa literatur-literatur, yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas. Adapun sumbernya yaitu buku-buku, serta dokumen atau 
arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
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C. Jenis Penelitian 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
landasan teoritis dengan mempelajari buku – buku, karya ilmiah, artikel -  
artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi 
atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulisan 
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan 
pembahasan ini 
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan untuk menunjang keberhasilan 
penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain dari : 
a. Buku-buku, tulisan ilmiah dan yang berhubungan dengan objek 
penelitian. 
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b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 
internasional yang berhubungan dengan objek penelitian. 
 
E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang 
menggambarkan pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur penganiayaan 
yang dilakukan seseorang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian 
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BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.   Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik 
Penganiayaan Dan Pembunuhan Kematian (Studi 
Kasus Putusan No.707.Pid.B/2013/PN.Mks) 
 
  1. Identitas Terdakwa 
 
Nama Lengkap  :   ABIZAR. 
Tempat lahir  :   Makassar. 
Umur / Tgl. Lahir :   21 Tahun. 
Jenis kelamin   :   Laki – Laki; 
Kebangsaan  :   Indonesia; 
Tempat Tinggal            :   Jl. Barukang Utara Cambaya Kec. Ujung 
tanah, Makassar 
A g a m a   :  Islam; 
Pekerjaan   :  Wiraswasta 
Pendidikan  : SMP (tidak tamat) 
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2.  Posisi Kasus 
 Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 Wita 
atau setidak tidaknya waktu lain dalam bulan dalam bulan januari tahun 
2013 bertempat di jalan keluar parkiran Basement Hotel Clarion Makassar 
terdakwa bersama dengan saksi Achmad Feredy keluar dari retro music 
dengan menggunakan sepda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi 
DD 2981 UW warna merah melewati parker basement Hotel Clarion, pada 
saat berada di pintu keluar motor yang dikendarai oleh saksi Achmad 
feredy yang berboncengan dengan tersangka berpapasan dengan korban 
Muhar, Korban Saenal, saksi Ashari, saksi Muh. Aryandhy dan saksi 
Munir, pada saat melewati korban bersama temannya, salah satu diantara 
mereka meneriaki terdakwa bersama saksi Achmad Feredy dengan 
mengatakan “Woi Pelan – pelanko bos”, mendengar perkataan tersebut 
saksi Achmad Feredy kemudian memelankan laju sepeda motornya 
sementara terdakwa menoleh kearah belakang dari sumber suata dan 
membalasnya dengan mengatakan “Woi juga”, saksi Ashari lalu mengejar 
terdakwa yang berboncengan dengan Achmad Feredy, setelah 
menggapainya saksi Ashari langsung menendang motor tersebut dan 
memukul terdakwa yang mengakibatkan helm terdakwa jatuh, terdakwa 
kemudian turun dari motornya dan mau mengambil helmnya namun 
sebelum helm diambil oleh terdakwa, terdakwa kemudian dikeroyok oleh 
korban Muhar, korban Saenal, saksi Ashari, saksi Munir dan saksi Muh. 
Aryandhi sehingga terjadi perkelahian diantara mereka, pada saat 
dikeroyok terdakwa dalam kondisi mabuk lalu mengambil badik yang 
sebelumnya disimpan dikantong jaket sebelah kiri dan dalam posisi 
terhunus terdakwa mengarahkan badik tersebut kearah perut korban 
Saenal, setelah melakukan penikaman terhadap korban Saenal terdakwa 
kembali mengarahkan badik tersebut kearah perut korban muhar, Setelah 
melakukan penikaman tersebut terdakwa kembali menikam saksi Ashari 
juga pada bagian perut yang mengakibatkan luka gores. Perkelahian 
tersebut reda ketika pihak security Hotel Clarion melerai dan mengejar 
para pelaku perkelahian, saksi Muh. Aryandhy bersama dengan korban 
Muhar menyelamatkan diri dengan berlari kearah pintu keluar parkiran 
motor sampai di Jalan Landak Baru, setelah berada di jalan tersebut 
korban Muhar lalu menyampaikan bahwa “ Tolong saya ditikam” setelah 
menyampaikan kata – kata tersebut korban muhar kemudian terjatuh, tak 
berselang lama seorang pengendara sepeda motor Honda Beat warna 
putih singgah dan bertanya kepada saksi Muh. Aryandhy “ kenapaki bos” 
dan dijawab oleh saksi Muh. Aryandhy “ tolong antar kami ke Rumah Sakit 
Faisal” setelah berada di rumah sakit berselang sekitar 1 jam kemudian 
korban muhar meninggal dunia. 
 
 
 
 
 
 
67 
3.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
KESATU 
PRIMAIR 
Bahwa terdakwa Abizar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 sekitar 
pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 
2013 bertempat di Jalan keluar parkiran Basemant Hotel Clarion Makassar Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain yakni korban Muhar yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :     
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, 
setelah terdakwa bersama dengan saksi Achmad Feredy keluar dari Retro Musik 
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 
2981 UW warna merah melewati parkir basemant Hotel Clarion, pada saat 
berada di pintu keluar motor yang dikendari oleh saksi Achmad Feredy yang 
berboncengan dengan terdakwa berpapasan dengan korban Muhar, korban 
Saenal, saksi Ashari, saksi Muh. Aryandhy dan saksi Munir, pada saat melewati 
korban bersama dengan temannya, salah satu diantara mereka meneriaki 
terdakwa bersama saksi Achmad Feredy dengan mengatakan “Woi Pelan-
pelanko bos”, mendengar perkataan tersebut saksi Achmad Feredy kemudian 
memelankan laju sepeda motornya sementara terdakwa menoleh ke arah 
belakang dari sumber suara dan membalasnya dengan menagatakan “Woi juga”, 
saksi Ashari lalu mengejar terdakwa yang berboncengan dengan Achmad 
Feredy, setelah menggapainya saksi Ashari lalu menendang motor tersebut dan 
memukul terdakwa yang mengakibatkan helm terdakwa jatuh, terdakwa 
kemudian turun dari motornya dan mau mengambil helmnya namun sebelum 
helm diambil oleh terdakwa, terdakwa kemudian dikeroyok oleh korban Muhar, 
korban Saenal, saksi Ashari, saksi Munir dan saksi Muh. Aryandhy sehingga 
terjadi perkelahian diantara mereka, pada saat dikeroyok terdakwa yang dalam 
kondisi mabuk lalu mengambil badik yang sebelumnya disimpan di kantong jaket 
sebelah kiri dan dalam posisi terhunus terdakwa mengarahkan badik tersebut ke 
arah perut korban Saenal, setelah melakukan penikaman terhadap korban 
Saenal, terdakwa kembali mengarahkan badik tersebut ke arah perut korban 
Muhar yang mana terdakwa menyadari bahwa menusuk atau menikam pada 
bagian perut dapat mengakibatkan kematian, akibat perbuatan terdakwa korban 
Muhar mengalami luka tusuk pada perut kiri atas dibawah rusuk dengan ukuran 3 
cm x 2 cm x 7 cm yang diakibatkan oleh benda tajam yang menikam yang 
mengakibatkan korban Muhar meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013 
sekitar pukul 05.40 Wita sebagaimana Visum et Repertum No. 024/ RSIF/ II/ OS/ 
Rahasia tanggal 27 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Rahman Yusnita, dokter pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Setelah 
melakukan penikaman tersebut, terdakwa kembali menikam saksi Ashari juga 
pada bagian perut yang mengakibatkan luka gores. Perkelahian tersebut reda 
ketika pihak security Hotel Clarion melerai dan mengejar para pelaku 
perkelahian, saksi Muh. Aryandhy bersama dengan korban Muhar 
menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pintu keluar parkiran motor sampai di 
Jalan Landak Baru, setelah berada di jalan tersebut korban Muhar lalu 
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menyampaikan bahwa “Tolong saya ditikam” setelah menyampaikan kata-kata 
tersebut korban Muhar kemudian terjatuh, tak berselang lama seorang 
pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih singgah dan bertanya 
kepada saksi Muh. Aryandhy “Kenapaki Bos” dan dijawab oleh saksi Muh. 
Aryandhy “Tolong antar kami ke Rumah Sakit Faisal”, setelah berada di rumah 
sakit berselang sekitar 1 jam kemudian korban Muhar meninggal dunia.                   
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.  
 
SUBSIDIAIR : 
Bahwa terdakwa Abizar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 sekitar 
pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 
2013 bertempat di Jalan keluar parkiran Basemant Hotel Clarion Makassar Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, melakukan 
penganiyaan terhadap korban Muhar yang mengakibatkan mati yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut :   
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, 
setelah terdakwa bersama dengan saksi Achmad Feredy keluar dari Retro Musik 
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 
2981 UW warna merah melewati parkir basemant Hotel Clarion, pada saat 
berada di pintu keluar motor yang dikendari oleh saksi Achmad Feredy yang 
berboncengan dengan terdakwa berpapasan dengan korban Muhar, korban 
Saenal, saksi Ashari, saksi Muh. Aryandhy dan saksi Munir, pada saat melewati 
korban bersama dengan temannya, salah satu diantara mereka meneriaki 
terdakwa bersama saksi Achmad Feredy dengan mengatakan “Woi Pelan-
pelanko bos”, mendengar perkataan tersebut saksi Achmad Feredy kemudian 
memelankan laju sepeda motornya sementara terdakwa menoleh ke arah 
belakang dari sumber suara dan membalasnya dengan menagatakan “Woi juga”, 
saksi Ashari lalu mengejar terdakwa yang berboncengan dengan Achmad 
Feredy, setelah menggapainya saksi Ashari lalu menendang motor tersebut dan 
memukul terdakwa yang mengakibatkan helm terdakwa jatuh, terdakwa 
kemudian turun dari motornya dan mau mengambil helmnya namun sebelum 
helm diambil oleh terdakwa, terdakwa kemudian dikeroyok oleh korban Muhar, 
korban Saenal, saksi Ashari, saksi Munir dan saksi Muh. Aryandhy sehingga 
terjadi perkelahian diantara mereka, pada saat dikeroyok terdakwa yang dalam 
kondisi mabuk lalu mengambil badik yang sebelumnya disimpan di kantong jaket 
sebelah kiri dan dalam posisi terhunus terdakwa mengarahkan badik tersebut ke 
arah perut korban Saenal, setelah melakukan penikaman terhadap korban 
Saenal terdakwa kembali mengarahkan badik tersebut ke arah perut korban 
Muhar yang mengakibatkan luka tusuk pada perut kiri atas dibawah rusuk 
dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 7 cm yang diakibatkan oleh benda tajam yang 
menikam sebagaimana Visum et Repertum No. 024/ RSIF/ II/ OS/ Rahasia 
tanggal 27 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahman 
Yusnita, dokter pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Setelah melakukan 
penikaman tersebut, terdakwa kembali menikam saksi Ashari juga pada bagian 
perut yang mengakibatkan luka gores. Perkelahian tersebut reda ketika pihak 
security Hotel Clarion melerai dan mengejar para pelaku perkelahian, saksi Muh. 
Aryandhy bersama dengan korban Muhar menyelamatkan diri dengan berlari ke 
arah pintu keluar parkiran motor sampai di Jalan Landak Baru, setelah berada di 
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jalan tersebut korban Muhar lalu menyampaikan bahwa “Tolong saya ditikam” 
setelah menyampaikan kata-kata tersebut korban Muhar kemudian terjatuh, tak 
berselang lama seorang pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih 
singgah dan bertanya kepada saksi Muh. Aryandhy “Kenapaki Bos” dan dijawab 
oleh saksi Muh. Aryandhy “Tolong antar kami ke Rumah Sakit Faisal”, setelah 
berada di ruamh sakit berselang sekitar 1 jam kemudian atau sekitar pukul 05.40 
wita korban Muhar meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum yang telah 
diuraikan sebelumnya.                             
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 3 
KUHP.     
 
D A N 
KEDUA : 
Bahwa terdakwa Abizar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2013 sekitar 
pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 
2013 bertempat di Jalan keluar parkiran Basemant Hotel Clarion Makassar Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, melakukan 
penganiyaan terhadap korban Saenal yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut:     
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, 
setelah terdakwa bersama dengan saksi Achmad Feredy keluar dari Retro Musik 
dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 
2981 UW warna merah melewati parkir basemant Hotel Clarion, pada saat 
berada di pintu keluar motor yang dikendari oleh saksi Achmad Feredy yang 
berboncengan dengan terdakwa berpapasan dengan korban Muhar, korban 
Saenal, saksi Ashari, saksi Muh. Aryandhy dan saksi Munir, pada saat melewati 
korban bersama dengan temannya, salah satu diantara mereka meneriaki 
terdakwa bersama saksi Achmad Feredy dengan mengatakan “Woi Pelan-
pelanko bos”, mendengar perkataan tersebut saksi Achmad Feredy kemudian 
memelankan laju sepeda motornya sementara terdakwa menoleh ke arah 
belakang dari sumber suara dan membalasnya dengan mengatakan “Woi juga”, 
saksi Ashari lalu mengejar terdakwa yang berboncengan dengan Achmad 
Feredy, setelah menggapainya saksi Ashari lalu menendang motor tersebut dan 
memukul terdakwa yang mengakibatkan helm terdakwa jatuh, terdakwa 
kemudian turun dari motornya dan mau mengambil helmnya namun sebelum 
helm diambil oleh terdakwa, terdakwa kemudian dikeroyok oleh korban Muhar, 
korban Saenal, saksi Ashari, saksi Munir dan saksi Muh. Aryandhy sehingga 
terjadi perkelahian diantara mereka, pada saat dikeroyok terdakwa yang dalam 
kondisi mabuk lalu mengambil badik yang sebelumnya disimpan di kantong jaket 
sebelah kiri dan dalam posisi terhunus terdakwa mengarahkan badik tersebut ke 
arah perut korban Saenal yang mengakibatkan luka tusuk pada abdomen regio 
paraumbilical dextra ukuran 3 cm x 1 cm x 5 cm pendarahan aktif, edema 
dengan kesimpulan luka tusuk ukuran 3 cm x 1 cm x 5 cm pada abdomen 
sebagaimana Visum et Repertum No. 025/ RSIF/ II/ OS/ Rahasia tanggal 27 
Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asdar Tajuddin, dokter 
pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, akibat luka tusuk tersebut korban 
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Saenal mendapatkan perawatan medis dan diwajibkan melakukan rawat jalan/ 
kontrol selama 7 hari. Setelah melakukan penikaman terhadap korban Saenal 
terdakwa kembali mengarahkan badik tersebut ke arah perut korban Muhar yang 
mengakibatkan luka tusuk pada perut kiri atas dibawah rusuk. Terdakwa kembali 
menikam saksi Ashari juga pada bagian perut yang mengakibatkan luka gores. 
Perkelahian tersebut reda ketika pihak security Hotel Clarion melerai dan 
mengejar para pelaku perkelahian, korban Saenal melarikan diri dengan cara 
berlari ke arah WC basemant Hotel Clarion sedangkan saksi Muh. Aryandhy 
bersama dengan korban Muhar menyelamatkan diri dengan berlari ke arah pintu 
keluar parkiran motor sampai di Jalan Landak Baru.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 1 
KUHP. 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Berdasarkan dari fakta fakta yang ada dipersidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam Perkara ini 
MENUNTUT 
1. Menyatakan Terdakwa Abizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nayawa orang lain 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP dan 
melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dAn diancam pidana pada 
pasal 351 ayat 1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abizar dengan pidana penjara selama 
15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan  
dan penahanan terdakwa serta memerintahkan supaya terdakwa tetap 
berada dalam tahanan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
1. 1 bilah badik bergagang kayu warna cokelat beserta sarungnya yang 
dililit isolasi warna hitam dengan panjang sekitar 27 Cm. 
2. 1 lembar jaket merk Reigen warna cokelat. 
3. 1 lembar baju merk Next Gen motif kotak-kotak warna biru dan hijau. 
4. 1 lembar baju merk Quiksilver warna hitam. 
5. lembar celana panjang merk starcrozz wlid denim warna abu-abu. 
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 sepeda motor merk Yamaha 
Xeon DD 2981 UW warna merah marun ,STNK atas nama H.M.Aris, 
dikembalikan kepada Abizar. 
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua 
ribu rupiah). 
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5.  Analisis Penulis 
 Surat dakwaan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam perbuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi 
juga mengenai hukum pidana materil seperti unsur-unsur dari perbuatan 
yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. 
 Dalam membuat surat dakwaan ada berberapa syarat yang harus 
terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah, syarat tersebut terdapat 
dalam Pasal ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut : 
(2)    Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi : 
 a. Nama Lengkap, Tempat lahir, Umur, atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
 b.  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan 
Antara point a dan b tersebut diatas, syarat yang terpenting yang harus 
mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada 
di point b karena apabila syarat yang ada dipoint tersebut tidak terpenuhi, 
maka dakwaan akan batal demi hukum atau  Van Recgtswegenieting 
 Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pada dasarnya menentukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang 2010:306) 
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 a.  Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa; 
 b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak 
pidana yang didakwakan kepada para terdakwa; 
 c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa. 
 Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa surat dakwaan yang 
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di 
dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi 
unsur dalam pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi dalam surat 
dakwaan, Jaksa Penuntut Umum secara jelas mengenai kronologis dari 
kejadian itu sendiri serta penyebutan wakt dan tempat kejadian perkara.\ 
 Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
Jaksa menggunakan Dakwaan Kumulatif Subsidaritas yaitu pertama Pasal 
338 KUHP Jo. Pasal 55,56 KUHP Tentang kejahatan terhadap jiwa orang 
dan Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam 
Dakwaan Subsidair, atau dakwaan kedua primair Pasal 351 ayat (1), lebih 
subsidair Pasal 351 ayat (3) 
 Dalam dakwaan Kumulatif Subsidaritas majelis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu, yang mana dakwaan 
kesatu penuntut umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan tidak perlu 
dipertimbangkan lagi atau sebaliknya 
 
 
73 
  Unsur – unsur tersebut diatas adalah : 
- Barang siapa 
 Pengertian “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum pemangku 
hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang 
menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki – laki dewasa 
yang sehat jasmani dan rohani bernama lengkap ABIZAR telah memenuhi 
criteria di atas dan merea telah membenarkan pula seluruh indentitasnya 
sebagaimana telah tercantum dalam Surat dakwaan yang telah 
membenarkan identitasnya itu, sehingga tidak ada lagi Error inpersona ( 
kesalahan orang) dalam perkara ini yang didukung pula dengan 
keterangan saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi 
terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana. 
 Berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
- Dengan sengaja 
Di dalam Undang-undang, pengertian sengaja tidak dijelaskan, tetapi 
menurut Memorie Van Tolichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” 
atau Opzet adalah Willens en Wetens dalam artian bahwa pembuat harus 
menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus 
mengetahui (Weten) akan akibat dari perbuatan itu. 
 Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan atau Opzet 
menurut Vos yang mengartikan kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als 
Oogmerk) apabila si pembuat (Dader) menghendaki akibat dari 
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perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa 
akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak 
akan melakukan perbuatan tersebut. 
 Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (Opzet bij 
Zekerheidswustzjin), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti 
mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka teori kehendak (Wills 
Theory) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, 
maka ini juga ada kesengajaan. 
 Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij 
Mogelijkheidsbewustijn) atau Dolus Eventualis, Pada dasarnya bentuk 
kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang 
dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali 
tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak 
diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka 
terjadi pula kesenjangan. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet  
sebaga tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya 
kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam 
hukuman oleh undang-undang. 
 Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan 
terdakwa dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et 
Repertum atas nama korban Muhar, bahwa benar pada hari senin tanggal 
27 Januari 2013 sekira Pukul 04.00 Wita (subuh) ketika terdakwa berada 
di basement Hotel Clarion sedang dibonceng oleh Achmad Feredy 
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temannya dengan menggunakan motor dan ketika melewati korban 
bersama-sama dengan temannya, korban Muhar meneriaki terdakwa 
dengan mengatakan “Woi pelan-pelanko bos”, dan mendengar perkataan 
tersebut saksi Achmad Feredy tetap berjalan dengan sepeda motornya 
sementara terdakwa menoleh kearah belakang, kearah suara dan 
membalasnya “Woi juga”. 
 Setelah terdakwa membalasnya dengan mengatakan “Woi”, lalu saksi 
Ashari mengejar terdakwa dan selanjutnya menendang sepeda motor 
yang membawa terdakwa yang mengakibatkan motor terdakwa oleng dan 
kemudian Ashari memukul terdakwa dan mengakibatkan helm terdakwa 
jatuh. 
 Ketika hendak mengambil helmnya yang jatuh, dan sebelum helmnya 
diambil oleh terdakwa, terdakwa kemudian dikeroyok oleh korban Muhar, 
korban Saenal, dan saksi Ashary, sementara teman terdakwa bernama 
Achmad Feredy dikeroyok oleh saksi Munir dan saksi Muh.Aryandhy 
sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan temannya dengan 
korban bersama temannya. 
 Pada saat terdakwa dikeroyok oleh korban Muhar dan temannya yang 
mana korban dalam kondisi mabuk mengambil badik dari kantong jaket 
yang telah dibawa sebelumnya dan dalam keadaan terhunus terdakwa 
mengarahkan kearah perut Saenal dan setelah melakuan penikaman 
terhadap perut Saenal selanjutnya badik tersebut diarahkan kembali ke 
perut korban Muhar yang mengakibatkan perut korban Saenal dan korban 
Muhar kena tusuk. 
 Setelah penikaman tersebut korban Muhar kemudian dilarikan ke 
Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dan setelah satu jam mendapatkan 
perawatan korban muhar meninggal dunia. 
 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sudah jelas bahwa terdakwa 
menyadari kalau menusuk atau menikam bagian perut dapat mengakibat 
kematian, bisa disimpulkan bahwa ketika terdakwa melakukan penikaman 
terhadap korban Muhar yang mengenai perut korban, sebenarnya 
terdakwa menyadari bahwa dengan menikam bagian perut korban akan 
mengakibatkan kematian, hal ini dikuatkan oleh Visum Et Repertum  
No.024/RSIF/II/OS/Rahasia tanggal 27 januari 2013 dari Rumah Sakit 
Islam Faisal Makassar yang menerangkan bahwa meninggalnya korban 
Muhar adalah akibat tusukan dengan menggunakan senjata tajam 
kebagian perut sebelah kiri dibawah rusuk dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 7 
cm. 
 
 Untuk unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut 
Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
mengakibatkan korban meninggal dunia berberapa saat kemudian. 
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 Terdakwa juga didakwan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan 
kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu 
penganiayaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut 
 1.  Unsur  : Barang siapa 
 2.  Unsur  : Penganiayaan 
A.  Barang siapa 
 Bahwa unsur barang siapa telah dinyatakan telah terbukti terhadap diri 
terdakwa sebagai mana telah dijelaskan pada dakwaan kesatu Primair 
diatas, maka Unsur Barang siapa Dakwaan kesatu primair diatas, 
dijadikan sebagai pertimbangan di dalam mempertimbangkan unsur 
barang siapa terhadap dakawaan kedua, oleh karenanya unsur barang 
siapa telah terbukti menurut hukum; 
B.  Penganiayaan 
 Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud 
dengan penganiayaan (Mishandeling), akan tetapi menurut Yurisprudensi 
memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu dengan sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka termasuk pula 
didalamnya sengaja merusak kesehatan orang; 
 Bedasarkan fakta-fakta yang persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan alat  
bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum atas nama korban Saenal 
diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar setelah terdakwa bersama 
dengan saksi Achmad Feredy keluar dari Retro Musik dengan 
menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi DD 2981 
UW warna merah melewati parkira basement Hotel Clarion, pada saat 
berada di pintu keluar motor tepatnya tanjakan keluar, motor yang 
dikendarai oleh saksi Achmad Feredy dengan terdakwa berpapasan 
dengan korban Muhar, korban Saenal, saksi Ashari, saksi Muh. Aryandhy 
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dan saksi munir. Pada saat melewati korban bersama temannya, korban 
Muhar meneriaki terdakwa yang berboncengan dengan saksi Achmad 
Feredy dengan mengatakan “Woi pelan-pelanko”, karena motor yang 
dikendarai oleh saksi Achmad Feredy yang berboncengan dengan 
terdakwa hamper menyenggol atau menyerempet korban Muhar, 
mendengan perkataan tersebut saksi Achmad Feredy tetap melanjutkan 
sepeda motornya semetara terdakwa menoleh kea rah belakang dari 
sumber suara dan membalasnya dengan mengatakan “Woi juga”. Saksi 
Ashari lalu mengejar terdakwa yang berboncengan dengan Achmad 
Feredy, setelah menggapainya saksi Ashari lalu menendang setir motor 
yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Achmad Feredy 
yang mengakibatkan motor yang digunaan oleng, kemudian memukul 
terdakwa  yang mengakibatkan helm terdakwa jatuh, terdakwa kemudian 
turun dari motornya dan mau mengambil helmnya namun sebelum helm 
diambil oleh terdakwam terdakwa kemudian dikeroyok oleh korban Muhar, 
korban Saenal, saksi Ashari, sementara saksi Achmad Feredy di keroyok 
oleh saksi Munir dan saksi Aryandhy sehingga terjadi perkelahian diantara 
mereka. Pada saat dikeroyok terdakwa yang dalam kondisi mabuk lalu 
mengambil badik yang sebelumnya disimpan di kantong jaket sebelah kiri 
dan dalam posisi terhunus terdakwa mengarahkan badik tersebut kearah 
perut  korban Saenal sebanyak 1 kali yang mengakibatkan pada korban 
Saenal terdapat luka tusuk pada abdomen region paraumbilical dextra 
ukuran 3 cm x 1 cm x 5 cm, pendarahan aktif, endema dengan kesimpulan 
luka tusukan ukuran 3 cm x 1 cm x 5 cm pada abdomen akibat luka tusuk 
dan menjalani rawat jalan/control selama 7 hari sebagaimana Visum Et 
Repertu no. 025/RSIF/II/OS/Rahasia tanggal 27 Januari 2013 yang di 
tandatangani oleh dr.Asdar Tajuddin, dokter pada Rumah Sakit Islam 
Faisal Makassar. 
 
 Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis beranggapan bahwa unsur 
tersebut telah terpenuhi dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan 
baik dalam dakwaan kesatu Primair maupun dakwaan kedua telah 
terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan terbukti bersalah melakukan “Pembunuhan dan 
Penganiayaan” yaitu pada Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP 
 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan 
dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan 
pemaaf dan pembenar, dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani, 
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sehingga menurut hukum terdakwa dinilai cakap atau mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya selain hal ini yang menjadi 
permasalahan bukanlah masalah apakah seseorang perlu melakukan 
perlawanan agar bisa dikategorikan sebagai alasan pembenar, akan tetapi 
agar masalah tersebut bisa dipandang dasar pembenar jika melihat fakta 
fakta dan keterangan saksi jelas bahwa tidak ada tindakan pembelaan 
terpaksa seperti yang dikatakan pada pasal 48 sebagai alasan pembenar 
dilihat dari luka yang diterima korban tidak menunjukkan bentuk 
pembelaan terpaksa, maka hal-hal alasan pemaaf dan pembenar tidak 
terdapat dan tidak dapat dibuktikan. 
 Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Jaksa Penuntut Umum melihat 
adanya hal-hal yang akan memberatkan dan hal-hal yang akan 
meringankan terdakwa 
 - Hal-hal yang memberatkan  
   Perbuatan terdakwa mengaibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni 
korban MUHAR dan mengakibatkan luka tusuk korban Saenal; 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat; 
  - Hal-hal meringankan 
Terdakwa belum pernah dihukum 
Bahwa oleh karea terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 
maka berdasar Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk 
membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar 
putusan 
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 Berdasarkan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta 
pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan 
lain yang berkenaan dan yang bersangkutan dengan perkara ini. 
 Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan 
diatas Penulis berkesimpulan bahwa jika penerapan pasal oleh hakim, 
sebagaimana diketahui Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu 
perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan, maka seorang terdakwa tindak pidana seperti apa yang 
disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwannya. 
Sehingga, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru maka potensi 
kekeliruan pada putusan hakim juga sangat besar. 
Dalam hal ini juga penulis memperjelas bahwa dalam kasus ini 
penjatuhan sanksi menggunakan system absorbsi yang dipertajam dilihat 
dari perbuatan terdakwa digolongkan pidana yang sejenis/concursus 
Realis atau berberapa gabungan berberapa perbuatan dan masing 
masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana, apabila 
kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan ketentuan 
bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum 
terberat ditambah sepertiga, system ini biasa dinamakan absorbsi yang 
dipertajam. 
Penulis sepakat bahwa penerapan hukum materil dalam kasus putusan 
No.707/Pid.B/2013/PN.Mks, sudah tepat dan sesuai dengan hukum 
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pidana yang berlaku dengan menerapkan Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat 
(1) KUHP 
B.   Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Delik Penganiayaan Dan 
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 
No.707.Pid.B/2013/PN.Mks) 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
Negara yang diberi kewenangan sebagai pejabat  
 - Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara 
lisan yang pokoknya memohon keringanan hukuman, demikian juga 
penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan (Pledoi) yang 
tertanggal 25 Juni 2013 yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim 
menjatuhkan Putusan sebaga berikut : 
 
 -  Menyatakan bahwa Terdakwa ABIZAR tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, 
tatapi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah 
melanggar Pasal 338 KUHPidana; 
 
 -  Menghukum Terdakwa setimpal dengan perbuatannya. 
 Menimbang bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut 
Umum di persidangan telah mengajukan Barang Bukti berupa : 
 
1. 1 (satu) bilah Badik berganggang kayu warna coklat berserta 
sarung yang dililit isolasi warna hitam dengan panjang sekitar 27 Cm. 
2. 1 (satu) lembar jaket Reigen warna coklat 
3. 1 (satu) lembar baju merk Next Gen motif kotak-kotak warna biru 
dan hijau 
4. 1 (satu) lembar baju merk Quicksilver warna hitam 
5. 1 (satu) lembar celana panjang merk Starcroozz wild denim warna 
abu abu 
 
 
 Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa 
Penuntut Umum mengajukan 8 (delapan) orang saksi di depan 
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persidangan dan telag didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai 
dengan agama yang dianutnya. 
 Menimbang, bahwa dari keterangan dari seluruh saki dan 
dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta 
Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan. 
 
 Menimbang, Bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah dan 
dijatuhi hukuman haruslah terbukti dakwaan Penuntut Umum, yang mana 
terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif. 
 
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum yang 
berbentuk Dakwaan Kumulatif subsidaritas, maka Majelis akan 
mempertimbangkan satu persatu, yang mana dakwaan kesatu penuntut 
umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan 
dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidari tidak perlau 
dipertimbangkan lagi atau sebaliknya. 
 
 
2. Amar Putusan 
 
 M E N G A D I L I ; 
1. Menyatakan Terdakwa ABIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” DAN 
“PENGANIAYAAN”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABIZAR dengan pidana penjara 
selama 15 (lima belas) tahun ; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya yang 
dililit isolasi warna hitam dengan panjang sekitar 27 cm; 
- 1 (satu) lembar jaket merk Reigen warna coklat; 
- 1 (satu) lembar baju merk Next Gen motif kotak-kotak warna biru dan 
hijau; 
- 1 (Satu) lembar baju merk Quiksilver warna hitam; 
- 1 (satu) lembar celana panjang merk starcrozz Wlid Denim warna abu-
abu, semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Xeon DD 2981 UW warna merah 
Marun, STNK atas nama H.M.Aris, dikembalikan kepada Terdakwa 
Abizar; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah). 
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3. Analisis Penulis 
 Suatu proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir (Vonnis) 
yang didalamnya terdapat penjatuhan saksi pidana (penghukuman), dan 
di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan 
sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa. 
 Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus  berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP. 
 Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut 
dengan Negatif-wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut 
Undang-undang yang bersifat negatif. 
 Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem 
pembuktian negatif (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010 : 408-409) 
karena : 
  a.  Disebut Wettelijk  atau menurut undang – undang karena untuk 
pembuktian, undang – undanglah yang menentukan tentang jenis 
dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
  b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti 
yang ditentukan oleh undang-undang tu belum dapat membuat 
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hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila 
jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar 
– benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan 
tindak pidana tersebut. 
Selain apa yang dijelaskan oleh penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh hakim adalah untuk dapat atau tidaknya dipidana si pelaku, harus 
ditinjau dari delik-delik yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggung jawabkan atas tindakan – tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 
ataupun peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang telah 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut Mampu atau tidaknya pelaku pidana 
bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 
jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, serta tidak 
ada alasan pembenaran atau peniadan sifat  melawan hukum untuk 
pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan hak tersebut. Maka 
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, 
terdiri atas tiga syarat (Moeljatno, 1983 : 6), yaitu : 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggungjawabkan dari si pembuat. 
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2.   Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis 
si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 
 A  : Disengaja 
 B  :  Sikap kurang hati-hati atau lalai 
3.  Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 
  Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 
yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan 
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk 
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat 
menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 
diperbolehkan dan mana yang tidak. 
 Sebagi konsekuensi dari dua hal yang telah penulis bahas diatas, 
maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya 
menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak 
mempunyai kesalahan kalau melakukan delik pidana, orang demikian itu 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
 Dalam KUHAP masalah kemampuan bertangung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut 
”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana. 
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 Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum. 
 Tentang sifat melawan hukum, apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (Jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya 
dapat berupa kesengajaan (Opzet) atau karena kelalaian (Culpa). 
 Menurut Pipin Syarifin ( 2000:93) dalam teori hukum pidana 
Indonesia kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu : 
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan 
  Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai apabila kesengajaan ini ada pada suatu 
tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. 
Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini. 
Berarti sipelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu 
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukuman ini. 
 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 
  Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar dari delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat 
itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. 
 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 
  Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai 
bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang 
bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu 
kemungkinan belaka akan akibat itu. 
 
Apa yang di utarakan oleh Pipin hampir sama seperti apa yang dijelaskan 
oleh Leden marpaung(2009 : 9) tentang Kesengajaan yang mengacu 
pada 3 macam bentuk yakni :   
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1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzinjn) 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan 
(dolus evantualis) 
 
Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk kesalahan 
yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang 
dilakukan, seperti yang dilakukannya, seperti yang tercantum pada Pasal 
359 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 
 “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau kurungan paling lama satu tahun” 
 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi 
dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan 
hukumnya sehingga menjadi legal/boleh,si pelaku tidak dapat dikatakan 
sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah sebagai 
penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan 
hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
 Dasar penghapus pidana atau juga  biasa disebut dengan alasan-
alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I 
KUHP yaitu dasar pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadan 
darurat pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, 
perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP 
 Yang termasuk dasar pemaaf adalah kekuarangan atau penyakit 
dalam daya berfikir, daya paksa (Overmacht), bela paksa, pembelaan 
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terpaksa melampaui batas (Noodweerexes). Perintah jabatan yang tidak 
sah. Selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP (Edi Setiadi 1999 : 
48), yaitu : 
1. Hak mendidik orang tua terhadap anaknya/guru terhadap muridnya; 
2. Hak jabatan atau pekerjaan\ 
 
 Dalam  Putusan Nomor 707/Pid.B/2013/PN.Mks. proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut 
penulis  sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu 
berdasarkan pada sekurang kurangya dua alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertangungjawaban pidana dalam hal ini 
berdasarkan fakta – fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk  
mempertimbangkan perbuatannya. 
 Selain hal diatas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf 
yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut 
Umum, Majelis melihat adanya hal – hal yang memberatkan yaitu 
perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni 
 
 
88 
korban Muhar dan menimbulkan luka tusuk pada saksi korban Saenal, 
dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, adapun hal – hal yang 
meringankan Terdakwa yaitu : 
 - Terdakwa belum pernah di hukum 
 Berdasarkan Uraian diatas penulis dapat menyimpulkan 
berdasarkan kasus  yang diteliti yakni : 
 1. Perbuatan terdakwa 
 -  Memenuhi Unsur Delik 
 - Melawan Hukum 
 - Tidak ada alasan pemaaf 
 2.  Terdakwa 
 -  Mampu bertanggungjawab 
 - Terdapat unsur Kesalahan 
 - Tidak ada alasan Pembenar 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
 Berdadarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Bahwa Penerapan Hukum Pidana dan sanksi pidana 
terhadap kasus delik penganiayaan dan pembunuhan pada perkara 
No.707/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan norma hukum yang 
berlaku, semua unsure tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP 
dan Pasal 351 Ayat (1) semua telah terpenuhi yang mana terdakwa 
dijatuhi pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun, bila dilihat durasi 
penjara yang diputuskan hakim maka  penjatuhan sanksi yang dilakukan 
oleh hakim pada saat memutus adalah menggunakan system absorbsi 
yang dipertajam dilihat dari perbuatan terdakwa digolongkan pidana yang 
sejenis/concursus Realis atau berberapa gabungan berberapa perbuatan 
dan masing masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana, 
apabila kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan 
ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari 
maksimum terberat ditambah sepertiga, system ini biasa dinamakan 
absorbsi yang dipertajam. 
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2. Pertimbangan Hakim terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan 
pada kasus No.707/Pid.B/2013/PN.Mks, dimana hakim telah 
mempertimbangkan baik dari segi hukum pidana materil maupun segi 
hukum pidana formil dan berdasarkan fakta – fakta persidangan. Dari segi 
pidana materil, hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur pasal 
yang menjadi dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan, 
dimana pelaku adalah orang yang bertanggung jawab serta tidak adanya 
alasan pemaaf dan pembenar. Dari segi pidana formil, bahwa syarat 
pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang hukum acara 
pidana telah terpenuhi, Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa dalam putusan perkara pidana 
No.707/Pid.B/2013/PN.Mks adalah :  
  -  perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
lain yakni korban Muhar dan menimbulkan luka tusuk pada saksi korban 
Saenal, dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, adapun hal – 
hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah di hukum. 
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B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 
berberapa saran antara lain : 
 1. Dalam menjatuhkan putusan Hakim telah memperhatikan 
ketentuan undang undang, tinggal bagaimana cara untuk meningkatkan 
dan mempertahankan sehingga dapat memenuhi unsur unsur keadilan 
sesuai dengan perundang undangan 
 2. Dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan 
No.707/Pid.B/2013/PN.Mks ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi 
masyarakat dalam bersosialisasi antar masyarakat dimana satu pihak dan 
pihak yang lainnya untuk tidak mempermasalahkan masalah yang tidak 
harus dipermasalahkan hingga dapat menimbulkan kejadian yang terjadi 
seperti penulis jelaskan sebelumnya 
 3. Diharapkan agar adanya upaya pencegahan dan 
pemantauan tentang penggunaan minuman keras ditempat tertentu 
misalnya dalam club malam, dan diharapkan pihak penyelengara atau 
pihak hotel untuk menyediakan tenaga pengaman dalam menjaga 
ketentraman di tempat tersebut. 
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